
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa Kabupaten Simeulue merupakan salah satu
daerah yang mempunyai wilayah perairan yang sangat
luas, sehingga dalam rangka mewujudkan ketertiban
dan meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan
transportasi di perairan, perlu pengaturan tentang
Pelayanan Kepelabuhanan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa
terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa pelabuhan
di Kabupaten Simeulue yang aman, nyaman, teratur
dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat
pengguna jasa pelabuhan perlu didukung oleh dana
yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 dan
Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu
mengatur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu
membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang..........



4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

15. Peraturan…….



15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun

20 11 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh

Nomor 38);

21. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008

Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Dewan……..



4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang
selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Simeulue.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
yang selanjutnya di singkat Dishubkomintel adalah
Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan
Telematika Kabupaten Simeulue.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan
jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya
dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10. Badan adalah sekumpulan oarng dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha
lainnya.

11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk
menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban
arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang,
keselamatan dan keamanan, tempat perpindahan
intra dan/atau antar moda serta mendorong
perekonomian nasional dan daerah dengan tetap
memperhatikan tata ruang wilayah.

12. Pelabuhan adalah pelabuhan milik Pemerintah
Kabupaten Simeulue, yang merupakan tempat yang
terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun
penumpang, kendaraan angkutan orang dan barang
dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan Antar Moda Transportasi.

13. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang
pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna
tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Kepentingan Pelabuhan.

14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr
Pelabuhan) adalah wilayah perairan dan daratan pada
pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
untuk kegiatan pelabuhan.

15. Daerah.......



15. Daerah Kepentingan Pelabuhan (DLKp Pelabuhan)
adalah perairan disekeliling Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan (DLKr Pelabuahan) yang digunakan untuk
menjamin keselamatan pelayaran.

16. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kerja Pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

17. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri dan internasional, alih muat angkutan laut
dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar,
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayaran antar Provinsi.

18. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam
jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam
provinsi.

19. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam
negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam
jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau
barang, sertat angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam provinsi.

20. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat
digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut
dan atau angkutan penyeberangan yang terletak dilaut
atau sungai.

21. Pelabuhan khusus, yang selanjunya disingkat
PELSUS, adalah pelabuhan sendiri untuk kegiatan
tertentu sesuai usaha pokoknya.

22. Penyelenggaraan pelabuhan adalah otoritas pelabuhan
atau unit penyelenggaraan pelabuhan.

23. Unit penyelenggaraan pelabuhan adalah lembaga
pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang
diusahakan secara komersial.

24. Otoritas pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian
pelayanan jasa kepelabuhan untuk pelabuhan yang
diusahakan secara komersial.

25. Dermaga adalah sala satu fasilitas pelabuhan yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik/turun penumpang dan atau bongkar muat
barang serta hewan.

26. Angkutan......


